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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus memiliki kapabilitas 

untuk mendorong perbaikan secara optimal dan peningkatan kinerja birokrasi 

pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun utamanya di pemerintah daerah. 

Kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui trasnformasi jabatan struktural ke 

jabatan fungsional telah dilaksanakan, baik di pemerintah pusat 

kementerian/lembaga, maupun di tingkat pemerintah daerah. Pada Pemerintah 

Kabupaten OKI sendiri, telah menyetarakan pejabat struktural ke fungsional 

sekitar 341 pegawai. Diantara pejabat yang menjadi fungsional, JFAK menjadi 

jabatan yang paling banyak disetarakan dengan jumlah 56 pegawai, di Sekretariat 

Daerah Pemerintah Kabupaten OKI sendiri sekitar 14 pegawai menjadi JFAK.  

Penyetaraan jabatan dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi masih terus 

berproses dengan diterbitkan nya berbagai aturan dalam mendorong 

percepatannya. JFAK menjadi salah satu JF yang paling diminati dengan kenaikan 

yang sangat signifikan pasca penyetaran karena dapat ‘tumbuh’ dimanapun dan 

peran tugasnya sangat dibutuhkan. Namun dalam regulasi awal dalam penyetaraan 

jabatan kurang memperhatikan aspek sistem merit dan mengesampingkan 

kualifikasi kompetensi dari para pejabat struktural ke fungsional dan kebutuhan 

dari organisasi. Hal ini berdampak pada JFAK hasil penyetaraan yang 

kebingungan dan kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Proses 

pengalihan JFAK di Pemerintah Kabupaten OKI juga belum melaksanakan 

pendidikan pelatihan bagi para JFAK. Padahal pengembangan kompetensi bagi 

para JFAK memiliki peran sentral dalam mewujudkan profesionalisme analis 

kebijakan.  

Analis kebijakan adalah PNS dalam lingkungan instansi pusat dan daerah 

yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan 
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tugas dalam kajian dan analisis kebijakan. JFAK menjadi jabatan dengan 

komposisi paling banyak yang dialihkan karena sifatnya yang fleksibel. Proses 

pengalihan atau penyetaraan jabatan seharusnya diselenggarakan sesuai dengan 

prinsip meritokrasi, yang mengedepankan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan 

dilaksanakan dengan penerapan prinsip keadilan yang objektif. Pendataan, 

pemetaan kebutuhan, menganalisis jabatan, dan mengevaluasi terhadap 

perencanaan kebutuhan pegawai harus menjadi dasar acuan dalam transformasi 

jabatan. 

Dalam praktiknya penerapan  sistem  merit melalui transformasi jabatan di 

Pemerintah Kabupaten OKI belum sepenuhnya  optimal  sesuai  dengan ketentuan 

maupun ekspektasi. Hal ini juga disebabkan oleh kebijakan yang kurang 

mendukung aspek meritokrasi. Padahal implementasi merit sistem dalam birokrasi 

Indonesia bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas 

dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai 

kompetensinya, pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan 

kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, dan melindungi karier ASN dari 

politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.  Temuan dalam 

penelitian ini juga mengungkapkan proses pengalihan mengesampingkan sistem 

merit, pemilihan didasarkan kesesuaian tugas struktural tidak melihat lagi 

kesesuaian dengan tugas kedinasan seorang AK maupun kompetensi dari para 

pegawai.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para JFAK di Sekretariat Daerah 

Pemerintah Kabupaten OKI belum sepenuhnya memenuhi dimensi sistem merit 

utamanya berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, pengalaman, dan 

keterampilan yang dimiliki oleh JFAK.  Berikut penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Dari segi pendidikan dan pelatihan, JFAK belum mendapatkan pendidikan dan 

pelatihan yang khusus mengenai peningkatan kompetensi analis kebijakan. Hal ini 

menyebabkan JFAK tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai analis kebijakan.  
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2. Dari segi pengalaman, para JFAK memiliki pengalaman dari jabatan 

sebelumnya sebagai pejabat struktural atau Kassubag, yang belum tentu relevan 

dengan tugas dan tanggung jawab JFAK. Hal ini menyebabkan JFAK tidak 

memiliki pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai analis kebijakan.  

3. Dari segi keterampilan, sebagian JFAK belum memiliki keterampilan khusus di 

bidang analis kebijakan. Hal ini menyebabkan JFAK tidak memiliki keterampilan 

yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai analis 

kebijakan. Bahkan pada saat pasca penyetaraan belum sepenuhnya melakukan 

tugas kedinasan sebagai JFAK dan masih berkutat pada pekerjaan disaat mereka 

menjadi struktural.  

4. Dari sisi etika sebagai analis kebijakan, seluruh JFAK sepakat mengenai 

pengambilan keputusan melibatkan etika dan harus sesuai dengan standar 

prosedur yang ada dalam mengambil kebijakan, meskipun mungkin terdapat 

perbedaan sikap dari pimpinan.  

5. Kemudian dari sisi Masa Kerja, sebagian pegawai JFAK di Sekretariat Daerah 

Pemerintah Kabupaten OKI khususnya di Bagian Tata Pemerintahan saat bekerja 

menduduki pejabat struktural atau Kassubag pernah menangani pembuatan 

kebijakan baik yang berbentuk peraturan bupati maupun keputusan yang identik 

sebagai pekerjaan seorang anlis kebijakan. Namun sebagian besar yang lain belum 

dibekali pengalaman berkerja sebagai seorang JFAK berkaitan dengan kajian dan 

analisis kebijakan, bahkan disaat setelah penyetaraan menjadi JFAK masih 

menangani pekerjaan sebagai pejabat struktural.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dimensi pendidikan dan pelatihan 

menjadi kunci dari semua dimensi yang ada. Hal ini dikarenakan pendidikan dan 

pelatihan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kompetensi, 

pengalaman, keterampilan, etika dan masa yang dibutuhkan oleh JFAK untuk 

melaksanakan tugas sebagai analis kebijakan. Meskipun pelaksanaan pengalihan 

jabatan kurang memperhatikan aspek merit, namun keberlanjutan dari prinsip 

sistem merit seperti pengembangan kompetensi melalui diklat mutlak menjadi 
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keharusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten OKI. Selain itu, 

penekanan pada aspek meritokrasi khususnya dalam pembinaan dan 

keberlangsungan karier pegawai harus dapat dirasakan seluruh ASN, termasuk 

Pejabat Fungsional AK.   

Mengiringi upaya mewujudkan ASN yang berkualitas melalui pengalihan 

struktural ke jabatan fungsional berimplikasi terhadap kebutuhan pengembangan 

kompetensi yang massive sesuai dengan standarisasi kompetensi yang harus 

dimiliki oleh setiap pejabat fungsional. Untuk itu diperlukan kebijakan dan 

regulasi yang kuat mengenai pengembangan desain, skema dan praktik 

pengembangan kompetensi yang relevan dan efektif bagi seluruh JFAK, dan 

diperlukan adanya afirmasi khusus bagi pengembangan kompetensi JFAK hasil 

dari pengalihan jabatan struktural. Tanpa diikuti dengan dukungan komitmen 

pimpinan dan pengembangan kompetensi yang serius sesuai dengan standar 

kompetensi yang dipersyaratkan bagi setiap jabatan fungsional hal tersebut akan 

kurang berdampak bagi maupun kinerja instansi pemerintah. Begitupula JFAK 

yang sebagai jabatan keahlian, menjadi sangat penting pemenuhan pembinaan dan 

pengembangan kompetensi bagi para AK di Pemerintah Kabupaten OKI agar 

dapat memahami peran eksistensi nya dan mampu berkinerja secara optimal bagi 

organisasi. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan JFAK dapat menjadi profesi 

yang profesional dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

pembangunan dan kualitas kebijakan di daerah Pemerintah Kabupaten OKI. 

 

B. Saran 

a. Kepada Pejabat JFAK Pemerintah Kabupaten OKI 

1) Proses penyesuaian terhadap tata kelola baru ini pasca penyetaran 

membutuhkan perubahan mind-set dari para pemangku JFAK. Jabatan yang 

bersifat mandiri dan berbasis keahlian menuntut JFAK untuk aktif dan kreatif 

karena memiliki tugas dan fungsi yang strategis. Untuk itu harus terus 
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dibangun kesadaran akan pentingnya self learning (belajar mandiri) melalui 

penanaman nilai, pembentukan karakter, dan pengembangan kompetensi 

mandiri yang relevan dengan prinsip-prinsip analis kebijakan  

2) Para JFAK hasil penyetaraan harus turut berperan aktif dalam semangat 

berkontibusi bagi unit kerja serta berkolaborasi baik dengan lingkar JFAK di 

unit lain maupun dengan JF yang berbeda agar mampu melaksanakan tugas 

dan fungsinya menjadi lebih optimal. Dalam mengatasi gap kompetensi para 

analis kebijakan hasil penyetaraan jabatan dapat melakukan konsolidasi 

membentuk himpunan AK yang diharapkan terdapat wadah sharing, komunitas 

belajar, dan penyaluran aspirasi agar lebih menguatkan posisi eksistensi JFAK 

di daerah Pemerintah Kabupaten OKI OKI.  

3) Para JFAK di Pemerintah Kabupaten OKI juga harus proaktif dalam 

mengembangkan diri, mengkuti setiap informasi dan kegiatan yang ada pada 

media sosial PUSAKA LAN. Terpenting juga mempelajari dan mendalami 

peraturan terbaru agar semakin up to date mengenai perkembangan JF maupun 

aturan khusus mengenai JFAK yang sedang berkembang. Hal tersebut 

dilakukan agar mampu memenuhi harapan dan tuntutan organisasi.  

b. Kepada Pemerintah Kabupaten OKI 

1) Pemerintah Kabupaten OKI dapat merumuskan dan membentuk suatu regulasi 

kebijakan yang kuat baik berbentuk peraturan, keputusan dari bupati atau 

sekretaris daerah maupun secara teknis diatur oleh BKPP agar memastikan 

adanya pengaturan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kompetensi 

yang jelas dan terencana agar memastikan pembinaaan bagi JFAK dapat segera 

terwujud dan harapannya segera berkontribusi bagi organisasi unit satuan 

kerjanya. 

2) Pemerintah Kabupaten OKI khususnya BKPP, segera mengakselerasi dalam 

menyelesaikan penyesuaian substansi peraturan mengenai JF, terutama untuk 

JFAK agar sejalan dengan dinamika dari proses JFAK hasil penyetaraan. 

Misalnya pendataan, pembinaan dan pengembangan kompetensi dengan tetap 
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ber koodinasi dan pertimbangan dari Pusat Pembinaan Analis Kebijakan 

(PUSAKA) LAN sebagai instansi pembina.  

3) Setelah mendapatkan rekomendasi dari PUSAKA LAN, Pemerintah Kabupaten 

OKI hal ini BKPP segera melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait peran, 

tugas dan fungsi JFAK di lingkup pemerintah daerah dengan mengikuti aturan 

yang sedang berkembang yakni PermenPANRB No. 01 Tahun 2023. Hal ini 

sangat diperlukan terkait penyesuaian butir kegiatan yang ada di dalam SKP 

JFAK. Hal tersebut dapat mendorong percepatan penyelesaian terkait 

kebingungan para JF Analis Kebijakan di Pemerintah Kabupaten OKI.  

4) Pemerintah Kabupaten OKI bersama dengan BKPP dan unsur kesekretariatan 

daerah dapat segera menyusun rencana pemetaan kebutuhan pengembangan 

kompetensi apa yang tepat bagi para JFAK di Pemerintah Kabupaten OKI. Hal 

ini menjadi penting karena 2 tahun berjalan nya kebijakan pengalihan jabatan 

ini, para JFAK belum mendapatkan pengembangan kompetensi baik pengantar 

maupun lanjutan. Sehingga perlu di susun dan di tetapkan misalnya dengan 

BPKAD dalam proses penyusuna anggaran nya agar dapat segera terlaksana 

dan masuk dalam rencana kerja daerah. Pengembangan kompetensi ini dapat 

berupa diklat khusus analis kebijakan hasil penyetaraan di Pemerintah 

Kabupaten OKI, dengan tetap berkoordinasi dan atas dasar pertimbangan dari 

PUSAKA LAN. Dalam penyusunan pengembangan kompetensi maupun 

pelaksanaan diklat JFAK, Pemerintah Kabupaten OKI dapat bekerja sama 

dengan pihak ketiga yang diakui oleh LAN maupun dari lembaga pendidikan 

tinggi dibawah LAN yang pernah melakukan pengajaran dan pelatihan diklat 

bagi JFAK di berbagai K/L maupun daerah. 

5) Pemerintah Kabupaten OKI dengan BKPP beserta OPD yang terdapat JFAK 

melakukan pemberdayaan secara optimal dan berkelanjutan agar para 

pemangku JFAK dapat memberikan kontribusi nyata bagi unit organisasi dan 

daerah. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan pengaturan tata kerja JFAK 

melalui pengelolaan kinerja di internal perangkat daerah, antar perangkat 

daerah, bahkan antar pemerintah daerah untuk saling berkolaborasi dan bekerja 
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sama. Disisi lain, para pimpinan instansi juga perlu untuk memberikan fasilitasi 

terhadap kemudahan komunikasi dan koordinasi dengan instansi pembina 

JFAK, agar para analis kebijakan khususnya hasil penyetaraan tersebut dapat 

memahami tugas dan fungsi nya secara komprehensif. 

6) Sebagai Lokus penelitian, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten OKI yang 

merupakan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan 

kebijakan umum pemerintah daerah, sehingga semua kebijakan yang diusulkan 

oleh perangkat daerah harus dikoordinasikan, difasilitasi dan dimonitoring oleh 

sekretariat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sebaiknya 

mengikutsertakan analis kebijakan yang melaksanakan tugas mulai dari 

identifikasi permasalahan kebijakan sampai dengan mengevaluasi kebijakan. 

Analis kebijakan dapat membantu Pemerintah Kabupaten OKI dalam 

memutuskan suatu kebijakan melalui berbagai kajian dan analisis sebagai tugas 

fungsinya. JFAK yang ada di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten OKI 

juga dapat mengakomodir pengumpulan usulan rekomendasi atau telaah staf 

dari para JFAK di setiap OPD, kemudian dapat menjadi suatu kajian utuh yang 

di susun oleh JFAK di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten OKI. 

Sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten OKI dapat mengambil keputusan 

atau kebijakan dari kajian analisis yang dihasilkan oleh para JFAK.  

7) Para pimpinan OPD, pimpinan instansi, atau dari pejabat pembina 

kepegawaian seharusnya dapat memahami peran penting dari para JFAK di 

unit dia bekerja, sehingganya para JFAK mendapat dukungan motivasi untuk 

terus berkontribusi dalam peranannya sebagai analis kebijakan 

8) Pemerintah Kabupaten OKI perlu memfasilitasi pembentukan profesi AK 

daerah, yakni Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia di Kabupaten OKI yang 

berperan penting dalam menkonsolidasikan dan menjembatani Pemerintah 

Kabupaten OKI dalam setiap sosialisasi, pembinaan dan pengembangan 

kompetensi dari para JFAK yang tersebar disetiap unit organisasi perangkat 

daerah di Pemerintah Kabupaten OKI.  
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c. Kepada Pemerintah Pusat (PUSAKA LAN dan AAKI)  

Instansi pembina JFAK yakni PUSAKA LAN dalam hal pembinaan JFAK telah 

berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi dinamika atas kebijakan 

penyetaraan jabatan, namun di satu sisi perlu adanya saran, masukan perbaikan 

agar manajemen pembinaan JFAK utamanya di daerah dapat lebih optimal pasca 

adanya transformasi jabatan, diantaranya: 

1) Kenaikan yang sangat siginifikan para JFAK dari data PUSAKA LAN akibat 

dari kebijakan penyetaraan jabatan sangat membutuhkan pembinaan yang tidak 

biasa. Sebagai JF dengan pengalihan terbanyak data yaang sudah tergistrasi di 

LAN merupakan hanya data yang muncul di permukaan, namun sebenarnya 

masih banyak, terutama di daerah yang belum melakukan pendataan. Banyak 

analis kebijakan yang membutuhkan sentuhan atau pembinaan dari instansi 

pembina. Seperti halnya JFAK di Pemerintah Kabupaten OKI selama dua 

tahun berjalan belum terdata dan belum mendapatkan NIAKN dari LAN. Oleh 

karena itu sosialiasi, kegiatan dan penyebarluasan informasi  yang masif 

hingga ke Pemerintah daerah, Pemerintah kabupaten/kota pasca penyetaraan 

ini menjadi sangat penting. 

2) Diperlukan kegiatan sosialisasi yang efektif terkait pembinaan untuk 

mengadaptasi perubahan dan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur 

butir kerja, wewenang, tanggung jawab, dan tata kerja seorang JFAK pasca 

terbitnya PermenPANRB Nomor 01 Tahun 2023. Sehingga dengan cepat 

merespon berbagai kebijakan yang ada, harapannya para pemangaku JFAK di 

daerah tidak mengalami kebingungan dan kesulitan dalam memahami peran 

tugas sebagai analis kebijakan. 

3) Pasca penyetaraan jabatan, JFAK dianggap sebagai jabatan yang fleksibel, 

PUSAKA LAN perlu menetapkan standar penempatan pegawai analis 

kebijakan di unit kerja (OPD) seperti apa dan standar kompetensi yang di 

butuhkan. Saran lain yang dapat diberikan adalah melalui pedoman pemetaan 

tugas dan fungsi jabatan administrasi yang memiliki link and match dengan 

JFAK atau dengan penempatan sesuai dengan kompetensi hasil mapping 
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assessment. Hal ini menjadi penting pasca penyetaraan terlihat khususnya 

JFAK di Pemerintah Kabupaten OKI beberapa pegawai kurang menguasai 

kompetensi dan kualifikasi dari analis kebijakan, hal tersebut juga 

memperhatikan kebijakannya penyetaraan kurang memperhatikan aspek merit 

system. 

4) PUSAKA LAN perlu menyusun pengembangan kompetensi atau diklat bagi 

JFAK hasil penyetaraan. Hal ini menjadi penting karena tentu ada perbedaan 

dari JFAK hasil pengangkatan pertama dan hasil dari penyetaraan jabatan. 

Sehingga diperlukan kompetensi tambahan dalam menjalankan tugas fungsinya 

sesuai kebutuhan organisasi.  

5) PUSAKA LAN juga perlu menyusun dan menetapkan pedoman standarisasi 

dari para pemangku JFAK dari hasil penyetaraan, tahapan langkah apa yang 

dapat diambil disaat menduduki JFAK. Misalnya ini dapat berupa kewajiban 

pemenuhan kediklatan yang harus diikuti dan sertifikasi kompetensi beserta 

sanksi atau punishment jika tidak lolos (kompeten). Hal ini menjadi penting 

agar memastikan para pegawai yang menduduki JFAK menjadi ter certified 

dalam menjalankan peran nya sebagai analis kebijakan.  

6) Untuk pemenuhan Pembinaan JF Analis Kebijakan, dalam situasi pasca 

penyetaraan ini, keterlibatan partisipatif dari pemerintah daerah (baik tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota) sangat dibuuthkan agar instansi pembina JF 

secara concern dan kontinu tidak terhambat dalam memberikan edukasi 

pemahaman dan koordinasi mengenai pembinaan pengembangan kompetensi 

pasca adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Usulan dari JFAK di 

Pemerintah Kabupaten OKI misalnya, PUSAKA LAN dapat melakukan 

pertemuan pada tingkat kawasan/regional dengan berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah di lingkup regional tersebut dan bekerja sama dengan AAKI 

di tingkat daerah. Misalnya PUSAKA LAN mengadakan pembinaan pada 

lingkup regional Sumatera dengan bersurat/koordinasi dengan para pemerintah 

daerah untuk mengumpulkan JFAK dalam satu forum. Usulan ini bisa menjadi 

pertimbangan mengingat kondisi existing JFAK yang saat ini yang terus 
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mengalami kenaikan, dengan adanya forum tersebut diharapkan memunculkan 

para JFAK yang belum terdata dan adanya pembinaan khusus dalam forum 

regional wilayah, serta akan terjadi kesepakatan bersama, masukan 

pertimbangan urun rembuk dalam mewujudkan JFAK yang lebih baik dan 

profesional kedepannya.  

7) Pasca adanya PermenPANRB Nomor 01 Tahun 2023 dan rancangan perubahan 

PermenPANRB 45 Tahun 2013 sebagai aturan induk tentang JFAK, perlu di 

perhatikan kembali mengenai butir kegiatan kedinasan yang tidak terlalu 

diperhatikan saat ini karena angka kredit beralih ke SKP. Oleh karena itu 

adanya rencana perubahan rancangan aturan mengenai PermenPANRB tentang 

JFAK, dapat dirumuskan sehingga butir kedinasan mengenai kajian dan 

analisis dari JFAK bisa di akomodasi dalam aturan perubahan mengenai JFAK. 

Hal ini menjadi penting karena saat ini penilaian didasarkan pada SKP 

sehingga tidak memperhatikan kembali butir kerja dalam JFAK, padahal 

produk analis kebijakan harus tetap ada, agar terjaga profesionalisme sebagai 

profesi analis kebijakan.  
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